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Kepsek Mengaku
Tak Tarik Pungutan

DPD Siap Panggil
Mendiknas

yang melakukan pungutan
liar seperti temuan investigasi
Kementerian Pendidikan
Nasional (Kemendiknas) lang-

JOGJA - Instruksi Wali
Kota Herry Zudianto soal pe-

sung disikapi Dinas Pendidi-
kan (Disdik) Kota Jogja

Edy Heri Suasana

nindakan terhadap sekolah

M KEPSEK... diperkirakan sebelumnya. Se-
Sambungan dari ha 1 1amaini Disdik telah melakukan
4T  pemeriksaan rutin tiap tahun

oleh BPKP.

Disdikmemanggil 20 pengelo- Pemeriksaan rutin tersebut tak
lasekolah yang menjadi contoh”  hanya mencakup uang pung-
penelitian Kemendiknas. utan liar saat PPDB. BPKP juga

Disdik melakukan Karifikasi memeriksa secara keseluruhan
kepala sekolah (kepsek) soal keuangansekolah. Merekamen-
temuan investigasi tersebut. gaudit Anggaran Pendapatan
"Pada penelitian awal Juni lalu, ~Belanja Sekolah (APBS). "Se-
saat PPDB (Penerimaan Peserta  luruh komponen keuangan di-

» Baca Kepsek... Hal 11

Potensi Pelanggaran di Pengadaan Bu

pun biaya sekolah

ku

daerah (BOSDA) dari APBD
Provinsi Kabupaten dan Kota
se-DIJ.

* Dari pantauan Afnan, pﬂtensl

Disisilain, Afnan mengatakan
pemberian dana BOS yang ni-
atannya ditujukan mengurangi
bldyd uperdsmndl sekolah dan

terjadi
justru pada pengadaan buku.
Beberapa sekolah diketahui
melakukan praktik jual beli
buku. "Buku yang dijualbelikan
itu antara lain lembar kerja
siswa,” beber anggota Komite

Keuangan), ujar Kepala Disdik ~ Kemendiknas yang memasuk-
Kota Jogja Edy Heri Suasana  kan Jogjakarta dan Jawa Timur
kemarin (4/7). termasuk provinsi dengan

Setelah mendapatkan data  tingkat pungutan liar tinggi. Wali
sekolah yang menjadi sampel  Kota Jogja Herry Zudianto yang
dari BPKP, Disdik langsung sudah menerbitkan Peraturan
melakukan klarifikasi. Dari Wali Kota (Perwal) tentang la-
penjelasan 20 kepala sekolah  rangan penarikan uang kepada
tersebut, tak ditemukansatupun  siswalangsung memerintahkan
sekolahyangmenarikpungutan  Disdik melakukan Klarifikasi.

"Ad kolah Herry memi

kualitas yang lchlh baik melalui
evaluasi mandiri pihak sekolah
dengan melibatkan Komite
Sekolah juga mengalami keter-
lambatan pencairan di berbagai
daerah.

(RDP) antara DPD dengan Men-
teri Pendidikan Nasional Mu-
hammad Nuh. ” Setelah reses
kita akan ketemu Mendiknas
pada pertengahan Agustus ini,”
ucapnya.

Didik Baru), 20 sekolah di Kota  periksa BPKP. Termdsukdengan 1 DPD yang membidangi kes- Berbagai persoalan admin-
Jogja bersama dengan sekolah  p Biaya O i rakyat ini. istrasi terkait perubahan me-
di Kulonprogo menjadi sam-  Sekolah dan Biaya Operasional Menurut Afnan, temuannya kanisme penyaluran yang dike-
pel penelitian. Yang kebagian ~ Sekolah Daeral 3 yang agak berbeda dengan Ke-  luarkan oleh pemerintah pusat
meneliti dari BPKP (Badan Sebclumnyd, Disdik sempat mdiknas itu akan diklarifikasi ~menjadikendalanya. Akibatnya,

dan atas temuan dari ~ dalam rapat dengar d: mereka ksi berupa

pemotongan bantuan pemerin-
tah non pendidikan pada Tahun
Anggaran 2012 oleh Kemen-
terian Pendidikan Nasional.

Dikhawatirkan, jika keterlam-
batan tersebut terulangkembali
i e

Selain soal sekolah,
Afnan juga mengkritisi kelam-
banan pencairan penyaluran-
dana ledel khusus (DAK) dan

murid. Dananya, saat ini juga juga diseriusi anggota Dewan
dikelola wali murid,” katanya. Perwakilan Daerah (DPD) RI
Satu sekolah yang menarik  dari Dapil Jogjakarta Muham-
pungutan tersebut adalah mad Afnan Hadikusumo. Dia
SMPN 2 Kota Jogja. Di sekolah  berniat menelusuri masalah
ini, menurut Edy, penarikan di-  tersebut. "Kita akan cek apakah
lakukan dengan data diknas itu akurat,”

kemampuankeuanganorangtua  ungkap Afnan kemarin (4/8).
siswa. "Jadi tidak'Semua siswa  Ditemui usai berbicara dalam
dipukul rata. Hanya siswa yang acara dl Gedung lepman
PWM

mmmmmm,wmmﬁh@g e
pun, berawal dari keinginanwali ~ gas. Temuan Kemen as ini

biayac kolah (BOS)

Inaugun. g Q%lg\ NAAMNEAN AN Bl
tak sesual kebutuhan, Untuk

keterlambatan pencairan DAK
dialami hampir semua daerah
di Indonesia. Akibatnya karena
kurangnya alokasi waktu yang
tidak mencukupi banyak seko-
lah

mengganggu proses belajar
mengajar. Karena sekolah tidak
boleh memungut lagi dana
dari siswa, sementara untuk
elaksanakan proses belajar
mengajar membutuhkan dana
sehingga ini akan menyandera
pengelola sekolah.
"Penyaluran DAK dan BOS
agar bisa tepat waktu harus
mengacu pada prinsip-prinsip

pikir ulangjika ingin
merncairkan dana tersebut.
"Bagaimanatidak, proseslelang
memakan waktu 40 hari, belum
lagi proses pengerjaan, evaluasi

takbi liar.

Sebab, yang melakukan penari-

vestigasi K 'yang meli-
batkan BPKP dan Inspektorat

mampu saja ditarik;” jelasnya. Wil ) danp laporan. Re-
“Mantan Kepala Kantor Ta-  DIJ Ialan Gedong,kunmg, Afnan  ntetannya, daerah akan terkena
man Pintar ini hal  penalti dari pemerintah pusat,”
penankan di SMPN 2 tersebut  yang layak dJklanﬂkasl dari in- bebernya cucu Pahlawan Nasi-

onal Ki Bagus Hadikusumo ini.
Saat ini diketahui sebanyak 25

diatur UU No 20
Tahun 1999 yakni dilakukan
secara adil, transparan, dan de-
mokratisagarkelak tidakmerugi-
kan masyarakat,” pintanya.

* Terpisah, anggota Komisi D

DPRD DIj Anwar Hamid men-
gatakan setuju agar temuan
Kemdiknas soal tingginya pung-
utan sekolah di DIJ harus diseri-
usi. Masalah itu harus diungkap
agar menjadi terang benderang

 kan dan pengelolaan adalah  Jenderal Kementerian Dalam  persen DAK akan dipangkas se-

 wali murid. It pun dxgunakan Negeri (Kemdagri) tersebut. tiap bulan karena

untuk kep P hal 1tu antara lain  dicairkan. Ini sesuai dengan

mereka dalam hi ke- Se-  Peraturan Menteri Keuangan

butuhan sekolah. tahu Afnan, kalaupungutande— Nomor 46 Tahun 2006. Jika
neg el dalih

seragam relan"fjarang ditemui di

terjadi keter penge-

solusi yang te-
pat. “Temuan itu harus menjadi
pembelajaran,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Provinsi

Karena, uang tersebut, seman- sahan, maka ada potongan  DIJ Kadarmanto Baskara Aji me-
gatnya ]uga u.ntu.k memblayal SD maupun SMP Negeri se DI].  per bulan DAK 2011 ini, oleh nga(akan akanklarlﬁkasl dengan
kolah,” Ini karena anggaran un- sampai
Tak adanya kepala sekolah  SDdanSMP negeri dibiayai tuk peni mutu sekolah, sekarangtemuandankemdﬂmas
vang mengakuimelakukan pun-  dari anggaran biaya operasional -asarana ikan ke daerah
\ntan liar, menurut Edy, sudah  sekolah (BOS) dari APBN mau- pendld.lkan, danfasl]nas penun- lennasuk DIJ. (exi/kus)
L
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